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MOTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”

(QS. Al-Bagarah: 286)

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu
tidak berhenti.”

(Confucius)

“life can be heavy, especially if you try to carry it all at once.
Part of growing up and moving into new chapters of your life
Is about catch and release.”

(Taylor Swift)
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ABSTRAK
Kania Najwa Nareswari 2026 “Perbandingan Peran
Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi
Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan” Pembimbing:
Ilwan Zainul Fuad, M.H.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen
mendasar dalam sistem negara hukum demokratis, di mana
Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution
berperan strategis dalam menjamin bahwa produk hukum
tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang dijamin
konstitusi. Meskipun Indonesia dan Afrika Selatan sama-sama
menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar utama
perlindungan HAM, keduanya memiliki latar belakang sejarah
dan tradisi hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan
mengkaji pengaturan kelembagaan serta membandingkan
peran Mahkamah Konstitusi di kedua negara dalam menjamin
perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif  dengan  pendekatan perbandingan  hukum
(comparative law approach), bersumber pada bahan hukum
primer berupa UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003, Konstitusi
Afrika Selatan 1996, dan putusan-putusan penting kedua
mahkamah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan
artikel i1lmiah terkait. Data dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif komparatif.

Kedua mahkamah memiliki kesamaan sebagai
guardian of the constitution dengan kewenangan judicial
review yang final dan mengikat. Namun, MK Indonesia yang
berakar pada tradisi civil law cenderung legalistik-prosedural,
sedangkan Constitutional Court Afrika Selatan menerapkan
pendekatan transformative constitutionalism yang lebih
progresif, mencakup kewajiban merujuk hukum internasional
dan akses perkara yang lebih inklusif. Kesimpulan bahwa
Constitutional Court Afrika Selatan lebih unggul dalam
progresivitas penafsiran dan efektivitas putusan,



Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia,
Judicial Review, Perbandingan Hukum.



ABSTRACT
Kania Najwa Nareswari 2026 “A Comparative Study of the
Role of the Constitutional Court in Human Rights Protection
in Indonesia and South Africa” Supervisor: Ilwan Zainul
Fuad, M.H.

The protection of human rights is a fundamental
element of a democratic rule-of-law state, in which the
Constitutional Court, as the guardian of the constitution, plays
a strategic role in ensuring that legislation remains consistent
with constitutionally guaranteed rights. Although both
Indonesia and South Africa position their Constitutional
Courts as the primary pillar of human rights protection, the
two countries differ considerably in their historical
backgrounds and legal traditions. This study aims to examine
the institutional arrangements and compare the roles of the
Constitutional Court in both countries in guaranteeing human
rights protection.

This study employs a normative legal research method
with a comparative law approach, drawing on primary legal
materials including the 1945 Constitution of Indonesia, Law
No. 24 of 2003, the Constitution of South Africa 1996, and
landmark rulings of both courts, as well as secondary
materials comprising relevant legal literature and academic
journals. Data were collected through library research and
analyzed using a qualitative comparative method.

The findings reveal that both courts share a
fundamental role as guardians of the constitution, exercising
final and binding judicial review. However, the Indonesian
Constitutional Court, rooted in the civil law tradition, tends
toward a legalistic-procedural approach, whereas the
Constitutional Court of South Africa applies a more
progressive framework of transformative constitutionalism,
including a constitutional obligation to consider international
law and a more inclusive access mechanism. This study
concludes that the Constitutional Court of South Africa
demonstrates greater strength in interpretive progressiveness
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and decision enforceability, while the Indonesian
Constitutional Court must strengthen its institutional
independence, broaden public access, and develop a more
substantive approach to human rights protection.

Keywords: Constitutional Court, Human Rights, Judicial
Review, Comparative Law.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pelindungan hak asasi manusia merupakan bagian
penting dalam negara demokratis yang berlandaskan
konstitusi. Sebagai negara konstitusional yang didirikan
berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, Indonesia
dan Afrika telah menetapkan konstitusi yang kuat sebagai
jaminan bagi hak-hak dasar manusia. Dalam konteks ini,
Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan pendekatan
strategis sebagai penjaga hak asasi manusia dan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga integritas
konstitusional undang-undang, tetapi juga mempromosikan
persatuan di antara organisasi nasional dan melindungi hak-
hak tradisional rakyat negara tersebut.! Di negara
Indonesia, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 melalui
amandemen Konstitusi 1945. Mahkamah Konstitusi
memiliki wewenang yang luas, termasuk peninjauan
konstitusionalitas undang-undang, penyelesaian sengketa
terkait wewenang lembaga negara, pembubaran organisasi
politik, dan penyelesaian sengketa pemilu. Mahkamah
Konstitusi telah berupaya secara aktif melindungi hak asasi
manusia dalam menjalankan kewenangannya, termasuk
dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan tidak
berlaku ketentuan yang diskriminatif atau bertolak
belakang dengan hak konstitusional warga negara. Bahkan,
penguatan hak sipil dan politik, seperti kebebasan
berekspresi dan kebebasan beragama, juga menjadi fokus
Mahkamah Konstitusi dalam pengujiannya terhadap

1 Mahkamah Konstitusi RI. (2022). Konferensi AACC dan CCJA
Bahas Perlindungan HAM di Asia dan Afrika. https://www.mkri.id
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undang-undang yang dinilai berpotensi melanggar Hak
Asasi Manusia.?

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga
kekuasaan kehakiman yang dibentuk sebagai penjaga
konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus
pelindung hak asasi manusia. Dasar hukumnya tertuang
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen, khususnya
Pasal 24C ayat (1) yang menegaskan kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk “mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik,
dan perselisihan hasil pemilihan umum.® Ketentuan ini
dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya yang
mengatur struktur kelembagaan, mekanisme kerja, dan
prosedur beracara. Secara struktural, Mahkamah Konstitusi
terdiri atas sembilan hakim konstitusi yang masing-masing
diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
Mahkamah Agung, dengan masa jabatan lima belas tahun
atau sampai usia tujuh puluh tahun. # Keberadaan Pasal
28A-28J) UUD 1945, yang memuat katalog hak-hak asasi
seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak memperoleh
keadilan, serta perlindungan dari diskriminasi, menjadi
landasan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk

2 Sela Dewi Rustinah Tahyudin, Deni, Rihat Satria Pramuda, “Peran
Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Perlindungan HAM Di
Indonesia,” Jurnal Konstitusi, 2022, 35-57.

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 24C ayat (1).

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.



menilai kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip
Hak Asasi Manusia. Melalui mekanisme pengujian undang-
undang (judicial review), Mahkamah Konstitusi berperan
sebagai benteng perlindungan Hak Asasi Manusia, terbukti
dari berbagai putusan progresif misalnya Putusan Nomor
46/PUU-VII1/2010 tentang pengakuan hak anak di luar
nikah dan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang
menegaskan kebebasan beragama yang menafsirkan
konstitusi secara dinamis demi menjamin hak-hak
fundamental warga negara.® Bab XA Undang-Undang
Dasar Hak Asasi Manusia” (Pasal 28A hingga 28J) dan
prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 menjadi landasan bagi fungsi
Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai penjaga hak asasi
manusia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi
berfungsi  sebagai komponen fundamental yang
memungkinkan  warga negara untuk  menentang
ketidakjelasan legislatif.>° MK tidak hanya menafsirkan
norma konstitusi, tetapi juga menegakkan prinsip negara
hukum (rechtsstaat) yang menempatkan hak asasi manusia
sebagai pilar utama demokrasi Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Constitutional
Court of South Africa) dibentuk melalui Konstitusi Afrika
Selatan 1996 sebagai penjaga tertinggi konstitusi dan hak
asasi manusia. Konstitusi ini lahir dari proses transisi pasca-
apartheid yang menempatkan penghormatan terhadap

5 Evelyn Hatiku, Syifa Hauna Nur Syahidah, and Muhammad Oriza
Pradana, ‘“Problematika Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Beda
Agama : Perspektif Hukum Nasional Dan Hak Asasi Manusia,” Aliansi:
Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora 2, no. 6 (2025): 143—
52, https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1335.

® Simanjuntak, R., & Arsyad, R. (2024). "Peran Mahkamah
Konstitusi dalam Perlindungan HAM: Tinjauan Hukum Tata Negara".
Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 1, 707-711.



martabat manusia, kesetaraan, dan kebebasan sebagai nilai
fundamental negara. Dasar hukum keberadaan Mahkamah
Konstitusi tercantum dalam Chapter 8 Konstitusi 1996
yang mengatur kekuasaan kehakiman dan menegaskan
bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi (supreme law)
yang mengikat seluruh lembaga negara. Struktur
Mahkamah Konstitusi terdiri dari sebelas hakim (justices)
yang diangkat oleh Presiden setelah melalui proses
nominasi oleh Judicial Service Commission, dengan
ketentuan masa jabatan dan syarat independensi yang ketat
untuk menjamin kebebasan dari intervensi politik.
Constitutional Court Afrika Selatan dikenal lebih substantif
dan berorientasi pada keadilan sosial. Pengadilan ini tidak
hanya menyatakan suatu kebijakan inkonstitusional, tetapi
juga dapat memerintahkan pemerintah membuat kebijakan
atau Tindakan nyata untuk melindungi hak warga negara.
Dalam  kasus Grootboom, misalnya, pengadilan
memerintahkan pemerintah menyusun program perumahan
darurat bagi masyarakat miskin. Dalam kasus Minister of
Health v Treatment Action Campaign, pengadilan juga
memerintahkan pemerin transformative constitutionalism
tah menyediakan obat HIV bagi ibu hamil. Berbeda dengan
Indonesia, putusan Constitutional Court Afrika Selatan
umumnya memiliki pengaruh yang lebih langsung terhadap
kebijakan publik. Dalam konteks hak asasi manusia,
kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi pengujian
undang-undang terhadap konstitusi (judicial review),
penafsiran hak-hak yang tercantum dalam Bill of Rights,
serta pemberian putusan final dan mengikat atas sengketa
konstitusional antara lembaga negara, pemerintah daerah,
maupun individu yang mengajukan klaim pelanggaran



hak.” Melalui putusan-putusan progresifnya, Mahkamah
Konstitusi kerap merujuk pada standar hak asasi
internasional seperti Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) dan kovenan-kovenan PBB, menegaskan
peran Afrika Selatan sebagai negara hukum yang
menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama
kehidupan bernegara. Kewenangan tersebut juga terkait
erat dengan keberhasilan mekanisme Truth and
Reconciliation Commission (TRC) yang dibentuk
berdasarkan  Promotion of National Unity and
Reconciliation Act No. 34 of 1995, di mana Mahkamah
Konstitusi memberikan legitimasi yuridis terhadap proses
amnesti dan rekonsiliasi nasional pasca-apartheid sebagai
bagian dari pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat
Dalam buku "The New Constitutional and Administrative
Law" oleh Currie dan De Waal, dijelaskan bahwa
keberhasilan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terletak
pada kekuatan struktur konstitusionalnya yang memberikan
kewenangan luas kepada pengadilan untuk menegakkan
prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia secara eksplisit dan
kuat.8®

Mahkamah Konstitusi di Indonesia masih sangat aktif
dan Dberfungsi dengan baik setelah mendapatkan
persetujuan dari pihak-pihak yang mengklaim bahwa cara

" Tshana Erfandi, “Tinjauan Yuridis dalam Penyelesaian
Pelanggaran HAM Berat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Afrika Selatan dan Indonesia,” Dharmasisya: Jurnal Program Magister
Hukum FH Ul 1, no. 4 (2021)

8 dan Johan De Waal Currie, lain, “The New Constitutional and
Administrative Law,” Juta and Company Ltd 1 (2001).

® Aluna Putri Sagita et al, “Problematika Impunitas: Studi
Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Afrika Selatan
dan Indonesia,” Nomokrasi: Jurnal LeDHaK Fakultas Hukum UNHAS 3,
no. 1 (2025)



hidup tradisional negara tersebut telah terganggu. Di sisi
lain, di Afrika Selatan, pendekatan yang lebih proaktif dan
komprehensif diterapkan, di mana konstitusionalisme
dipandang sebagai “dokumen hidup” untuk melindungi
kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi
tidak hanya berfungsi sebagai standar hukum formal dalam
pemerintahan demokratis modern, tetapi juga sebagai
pedoman etika dan moral. Selain pendekatan yuridis, latar
belakang sosial-politik turut memengaruhi efektivitas peran
Mahkamah Konstitusi. Afrika Selatan memiliki warisan
yurisprudensi yang kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip
Hak Asasi Manusia, berakar dari sejarah panjang
perjuangan melawan apartheid, sehingga perlindungan Hak
Asasi Manusia menjadi pilar utama dalam konstitusinya.
Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi hambatan berupa
sistem politik yang rentan terhadap intervensi kekuasaan
dan ketidakajegan dalam menegakkan supremasi
konstitusi. Karena itu, diperlukan penguatan institusi serta
pembudayaan nilai-nilai konstitusional yang progresif agar
Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai
pelindung Hak Asasi Manusia secara lebih efektif.

Selain pendekatan yuridis dan dinamika sosial-politik
yang memengaruhi efektivitas perlindungan Hak Asasi
Manusia, perbedaan tradisi hukum antara Indonesia dan
Afrika Selatan juga patut diperhatikan dalam perbandingan
ini. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang
menetapkan undang-undang tertulis sebagai sumber utama
hukum. Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai penerap
hukum vyang telah dikodifikasi, dan tidak memiliki
kewenangan untuk menciptakan preseden hukum baru.
Sebaliknya, Afrika Selatan dipengaruhi oleh tradisi
common law, yang menjadikan yurisprudensi dan preseden
hukum sebagai landasan penting dalam pembentukan



hukum. Dalam sistem ini, hakim memiliki otoritas untuk
menafsirkan hukum secara progresif dan bahkan
menciptakan kaidah hukum melalui putusan-putusan
sebelumnya, berdasarkan doktrin stare decisis. perbedaan
dasar antara kedua sistem ini berimplikasi besar terhadap
cara hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan dalam
konteks perlindungan hak asasi manusia, globalisasi hukum
telah mendorong terbentuknya sistem campur, di mana baik
negara-negara civil law maupun common law mulai
mengadopsi elemen-elemen dari sistem yang berbeda,
termasuk  dalam  penggunaan instrumen  hukum
internasional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi Afrika
Selatan tercatat lebih terbuka dalam merujuk pada standar
internasional seperti Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) dan traktat HAM lainnya sebagai
pertimbangan yuridis dalam putusannya, sedangkan
Mahkamah Konstitusi  Indonesia cenderung lebih
konservatif dengan berpegang pada konstitusi nasional dan
regulasi internal.

Penelitian perbandingan penting mengingat bahwa
Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dan Indonesia
memiliki pendekatan, tradisi hukum, dan masalah
institusional yang berbeda. Penelitian ini penting karena
bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya
untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, diharapkan
penelitian ini dapat membantu meningkatkan sistem hukum
negara, terutama dalam memperkuat peran Mahkamah
Konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara dengan
cepat dan efektif.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Peran Mahkamah Konstitusi
dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia
dan Afrika Selatan?

2. Bagaimana Akibat Hukum dari Perbedaan Peran
Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi
Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan?

C. Tujuan Masalah

1. Menganalisis Perbandingan Peran  Mahkamah
Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di
Indonesia dan Afrika Selatan

2. Mengetahui Akibat Hukum dari Perbedaan Peran
Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi
Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

D. Krgunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum,
khususnya dalam bidang Hukum Tatanegara, Hukum
Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian
mengenai  perbandingan sistem  ketatanegaraan,
khususnya terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia
di Indonesia dan Afrika Selatan, menjadi referensi
akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji
mengenai judicial review, perlindungan hak asasi
manusia, maupun studi perbandingan hukum

konstitusi.

2. Manfaat Praktis
a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya



peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi
hak-hak konstitusional warga negara. Dengan
meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat
diharapkan lebih sadar akan hak-haknya
berdasarkan konstitusi serta lebih aktif dalam
mengawal pelaksanaan prinsip negara hukum dan
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
b. Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi pemerintah dalam merumuskan
kebijakan publik yang selaras dengan prinsip
negara hukum dan perlindungan hak asasi
manusia. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat mendorong terbangunnya sinergi antara
pemerintan dan lembaga negara dalam
mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan
pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan
amanat konstitusi.
c. Mahasiswa
Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik
yang berguna untuk memperkaya pengetahuan
mahasiswa hukum mengenai perbandingan hukum
tatanegara. Selain itu, hasil penelitian ini juga
dapat menjadi bahan kajian, diskusi, dan rujukan
dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan
dengan hukum tata negara.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Negara Hukum
Negara hukum (rechtsstaat) merupakan konsep
ketatanegaraan yang meletakkan hukum, bukan
kehendak penguasa, sebagai landasan tertinggi dalam
penyelenggaraan kekuasaan negara. Gagasan ini pada
dasarnya lahir sebagai reaksi terhadap kesewenang-
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wenangan  kekuasaan absolut, dengan tujuan
membatasi kekuasaan pemerintah agar tunduk pada
aturan hukum yang berlaku bagi semua pihak tanpa
kecuali, tanpa terkecuali bagi penguasa itu sendiri.
Suatu negara hanya dapat disebut sebagai rechtsstaat
apabila penyelenggaraan kekuasaannya benar-benar
dijalankan berdasarkan hukum yang disepakati
bersama; sebaliknya, apabila kekuasaan hanya
dibenarkan atas dasar pertimbangan politik semata
tanpa tunduk pada hukum, maka yang terbentuk
bukanlah negara hukum, melainkan machtsstaat
(negara kekuasaan). Prinsip inilah yang oleh para
pendiri republik dicita-citakan untuk diwujudkan
melalui konstitusi, sehingga kekuasaan pemerintahan
tidak lagi didasarkan pada pertimbangan sepihak,
melainkan pada aturan hukum yang mengikat semua
pihak.

Jimly Asshiddigie mengemukakan bahwa
gagasan negara hukum berkembang seiring dengan
pemikiran mengenai kedaulatan hukum, yang dalam
tradisi Eropa Kontinental dikenal dengan istilah
nomokrasi berasal dari kata nomos (norma atau nilai)
dan cratos/cratein (kekuasaan) yang menegaskan
bahwa vyang sesungguhnya berkuasa bukanlah
manusia, melainkan hukum itu sendiri. Prinsip ini
sejalan dengan doktrin "the Rule of Law, and not of
Man" yang berkembang dalam tradisi Amerika Serikat,
yaitu bahwa pemimpin negara yang sejati bukanlah
figur perorangan, melainkan sistem aturan yang harus
dipegang oleh siapa pun yang kebetulan menduduki
jabatan kekuasaan. Dengan demikian, hakikat
kedaulatan hukum dan prinsip rechtsstaat menurut
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tradisi Eropa Kontinental ini menempatkan hukum
sebagai pemimpin sejati dalam kehidupan bernegara.
Namun demikian, Jimly juga menggarisbawahi adanya
kelemahan dalam konsep rechtsstaat klasik tersebut,
yaitu potensi hukum dijadikan sekadar alat legitimasi
bagi kepentingan penguasa semata. Atas dasar
kelemahan inilah berkembang gagasan democratische
rechtsstaat (negara hukum yang demokratis), yang
mempersyaratkan agar prinsip negara hukum
dijalankan  menurut prosedur demokrasi yang
disepakati bersama. Konsep ini pada hakikatnya
merupakan dua sisi dari satu gagasan yang sama
dengan constitutional democracy (demokrasi yang
berdasar atas hukum) di satu sisi negara hukum harus
dijalankan  secara  demokratis, di sisi lain
penyelenggaraan demokrasi harus senantiasa berdasar
dan tunduk pada hukum. Kedua konsep tersebut,
menurut Jimly, sesungguhnya hanyalah dua sisi dari
mata uang yang sama. Jimly Asshiddigie merumuskan
sebelas unsur pokok yang menjadi ciri suatu negara
hukum yang demokratis, yaitu:
1. adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam
kehidupan bersama
2. pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan
atau pluralitas
3. adanya aturan yang mengikat dan dijadikan
sumber rujukan bersama
4. adanya mekanisme penyelesaian  sengketa
berdasarkan aturan yang ditaati bersama
5. pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia
6. pembatasan kekuasaan melalui mekanisme
pemisahan dan pembagian kekuasaan, disertai
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mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan
antarlembaga negara, baik secara vertikal maupun
horizontal

7. adanya peradilan yang bersifat independen dan
tidak memihak (independent and impartial)
dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar
keadilan dan kebenaran

8. dibentuknya lembaga peradilan khusus untuk
menjamin keadilan bagi warga negara yang
dirugikan  akibat putusan atau kebijakan
pemerintahan (pejabat administrasi negara)

9. adanya mekanisme judicial review oleh lembaga
peradilan terhadap norma-norma ketentuan
legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga
legislatif maupun oleh lembaga eksekutif;

10. dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan
seluruh prinsip tersebut di atas dan

11. pengakuan terhadap asas legalitas atau due process
of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan
negara.

Kesebelas  prinsip  tersebut, menurut Jimly,

mengandung  pengertian  demokrasi  sekaligus

nomokrasi secara sekaligus, dan menjadi prasyarat
penting bagi terwujudnya sistem ketatanegaraan yang
ideal di masa modern. Unsur kesembilan mengenai
judicial review itulah yang menjadi titik tolak relevansi
teori negara hukum Jimly Asshiddigie dalam penelitian
ini, sebab keberadaan lembaga peradilan yang
berwenang menguji norma hukum dalam konteks

Indonesia diemban oleh Mahkamah Konstitusi, dan

dalam konteks Afrika Selatan diemban oleh

Constitutional Court merupakan salah satu prasyarat



13

mutlak bagi tegaknya negara hukum yang demokratis,
sekaligus sarana pengawal konstitusi (guardian of the
constitution) dalam melindungi hak-hak konstitusional
warga negara.*°
F. Penelitian yang Relevan
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

N Penulis, Hasil Persama | Perbedaan
O Judul, Penelitian an
Tahun
1. | Deni MK Membaha | Tidak
Tahyudin, | memiliki | s peran | membandin
Rihat kewenang | MK gkan dengan
Satria an uji | dalam MK negara
Pramuda, | materiil perlindun | lain; fokus
Sela Dewi | untuk gan HAM | pada
Rustinah, | memastika | di tantangan
“Peran n Indonesia | internal MK
Mahkama | perlindung | . Indonesia
h an HAM,
Konstitusi | namun
dalam masih
Penguatan | menghada
Perlindung | pi
an HAM | tantangan
di dalam
Indonesia” | implement
(2022) asi
putusan

10°S.H. Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-
Pilar Demokrasi, ed. Zainal A.M Husein (jakarta, n.d.).
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2. | Muhamad | Berdasark | Fokus Pendekatan
Nurul an prinsip- | pada menggunaka
Faiz, prinsip peran MK | n perspektif

“Peran Makasid dalam Magashid
Mahkama | Syariah, perlindun | Syari’ah;

h Mahkama | gan HAM | tidak
Konstitusi | h di membandin
dalam Konstitusi | Indonesia | gkan dengan
Perlindung | Indonesia | . negara lain.
an Hak | telah

Asasi melaksana

Manusia kan

di mandatny

Indonesia: | a  untuk
Tinjauan | melindung
Magashid | i hak asasi
Syari’ah” | manusia.
(2025) Hal ini
mencakup
perlindung
an
terhadap
harta
benda,
anak-
anak, akal,
agama,
dan

1 Muhamad Nurul Faiz, Peran Mahkamah Konstitusi dalam
Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Magashid
Syari’ah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2025), 1-4.
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kehidupan
Angelo Menganali | Menyorot | Tidak
Dube, sis sejauh | i peran | membandin
“T | mana Mahkama | gkan dengan
he UDHR | Mahkama | h Mahkamah
at 75: | h Konstitus | Konstitusi
Analysing | Konstitusi | i dalam | negara lain;
the Afrika penerapa | fokus pada
Prevalenc | Selatan n standar | penggunaan
e of the [ mengacu | internasio | UDHR dan
Use of the | pada nal HAM. | traktat HAM
UDHR Deklarasi dalam
and Other | Universal yurispruden
Human Hak Asasi Si Afrika
Rights Manusia Selatan.
Treaties in | (UDHR)
the Work | dan traktat
of the | HAM
Constituti | lainnya
onal Court | dalam
of  South | putusanny
Africa” a.
(2024)
Tom Menyajika | Fokus lebih
Ginsburg | n analisis | pada menekankan
& tentang peran pada aspek
Rosalind bagaimana | Mahkama | hak sosial-
Dixon, Mahkama | h ekonomi.
“T | h Konstitus
he South | Konstitusi | i  dalam
African Afrika menegak
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Constituti | Selatan kan hak
onal Court | menafsirk | sosial-
and Socio- | an dan | ekonomi.
Economic | menegakk
Rights as | an hak-hak
'Insurance | sosial-
Swaps™’ ekonomi
(2020) sebagai

bagian

dari

perlindung

an HAM

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, terlihat
bahwa penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti
salah satu sisi peran Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar
fokus pada Indonesia saja, misalnya pada mekanisme uji
materiil, sedangkan penelitian lain menitikberatkan pada
praktik Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, seperti
penggunaan instrumen HAM internasional dalam
putusannya. Belum ada penelitian yang secara menyeluruh
menempatkan kedua negara ini dalam satu bingkai analisis,
baik dari sisi pengaturan kelembagaan maupun
perbandingan peran dalam melindungi hak asasi manusia.
Penelitian yang saya buat untuk mengisi kekosongan itu.
tidak hanya mendeskripsikan bagaimana lembaga
Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Afrika Selatan
diatur mulai dari dasar hukum, kewenangan, hingga
strukturnya tetapi juga membandingkan bagaimana
keduanya menjalankan fungsi perlindungan hak asasi
manusia.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini, yang dikenal sebagai

penelitian hukum normatif, menggunakan sumber
sekunder dan sumber perpustakaan untuk menganalisis
undang-undang yang relevan sebagai aturan dan norma
tertulis.*? Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan
perbandingan hukum (comparative law approach),
yaitu metode penelitian yang membandingkan dua
sistem hukum yang berbeda untuk memahami
kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

2. Sumber Data

Bahan Hukum Primer:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (khususnya Bab XA
tentang HAM)

b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya

c. The Constitution of the Republic of South aAfrica,
1996

d. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia
dan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terkait
HAM

Bahan Hukum Sekunder:

a. Literatur atau buku-buku hukum tata negara,
hukum konstitusi, dan hak asasi manusia

. Artikel jurnal ilmiah, skripsi/tesis/disertasi terkait

c. Pendapat ahli dan dokumen resmi lembaga

peradilan konstitusional
3. Teknik Pengumpulan Data

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him. 13.
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H.

Metode pengumpulan data memakai studi
kepustakaan, yg berarti meninjau dan mengumpulkan
data dari sumber-sumber hukum yang relevan, seperti
buku literatur, artikel jurnal, peraturan perundang-
undangan, dan sumber digital.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif,
yaitu menganalisis data yang diperoleh dari bahan
hukum primer dan sekunder secara deskriptif dan
sistematis untuk membandingkan peran Mahkamah
Konstitusi di Indonesia dan Afrika Selatan dalam
perlindungan hak asasi manusia.

Sistematika Penulisan

BAB | Pendahuluan, memuat latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
penelitian yang relevan, landasan teori, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teori, menguraikan landasan
teori yang membahas mengenai teori dan konsep yang
berkaitan dengan teori negara hukum.

BAB 11l Hasil Penelitian, berisi Perbandingan
peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi
Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

BAB IV Pembahasan, berisi analisis penelitian
yang membahas akibat hukum Perbandingan peran
Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi
Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan

BAB V Penutup, terdapat kesimpulan dan saran
yang berhubungan dengan Pembahasan Perbandingan
peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi
Manusia di Indonesia dan Afrika Selatan



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Constitutional
Court Afrika Selatan memiliki persamaan mendasar
sebagai guardian of the constitution yang menjalankan
kewenangan judicial review secara final dan mengikat,
sekaligus berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia,
pengontrol checks and balances terhadap legislatif dan
eksekutif, serta penafsir konstitusi. Meskipun demikian,
kedua mahkamah menunjukkan perbedaan signifikan yang
bersumber dari tradisi sistem hukum yang dianutnya.
Mahkamah Konstitusi Indonesia yang berakar pada tradisi
civil law cenderung bersifat legalistik-prosedural, tekstual-
formal, dan menerapkan sikap judicial restraint, dengan
akses masyarakat yang masih terbatas pada kerugian
konstitusional langsung serta karakter putusan yang formal-
normatif. Sebaliknya, Constitutional Court Afrika Selatan
yang dipengaruhi tradisi common law dan doktrin stare
decisis menganut pendekatan living constitution dan
transformative constitutionalism yang lebih progresif,
ditandai dengan akses litigasi publik yang inklusif melalui
public interest litigation dan class action, kewajiban
konstitusional merujuk hukum HAM internasional, serta
kewenangan mengeluarkan remedial orders yang berdaya
eksekusi tinggi. Perbedaan tersebut pada dasarnya
mencerminkan konteks sejarah dan ketatanegaraan masing-
masing negara, namun kedua mahkamah tetap menjalankan
peran signifikan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung
hak asasi manusia sesuai kapasitas kelembagaannya
masing-masing.

Perbedaan peran tersebut menimbulkan tiga akibat
hukum pokok. Pertama, terhadap perlindungan hak

85
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B.

konstitusional warga negara, ketiadaan kewenangan
constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi
Indonesia menyebabkan sejumlah pelanggaran hak
konstitusional yang bersifat konkret dan individual belum
dapat diselesaikan melalui mekanisme pengujian yang
tersedia saat ini, berbeda dengan Afrika Selatan yang
menjangkau tindakan konkret melalui Pasal 38 Konstitusi
1996. Kedua, terhadap efektivitas fungsi Mahkamah
Konstitusi, putusan Constitutional Court Afrika Selatan
yang disertai remedial orders terbukti lebih mampu
berfungsi sebagai instrumen nyata perlindungan hak asasi
manusia, sementara putusan Mahkamah Konstitusi
Indonesia yang bersifat deklaratif-normatif menyebabkan
pemenuhan hak konstitusional warga negara masih
bergantung pada itikad baik lembaga politik untuk
menindaklanjutinya. Ketiga, terhadap perkembangan
hukum tata negara Indonesia, perbandingan ini menegaskan
munculnya  kebutuhan  pengembangan  mekanisme
constitutional complaint, constitutional question, serta
perluasan akses keadilan konstitusional di Indonesia,
sebagai  konsekuensi  langsung dari  kesenjangan
kewenangan dan efektivitas antara kedua mahkamah yang
ditemukan dalam penelitian ini, sejalan dengan gagasan
democratische rechtsstaat.
Saran
1. Mahkmah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia
disarankan mengembangkan pendekatan penafsiran
konstitusi yang lebih progresif dan substantif, tidak
hanya berpegang pada pendekatan tekstual-formal,
serta lebih terbuka mempertimbangkan hukum hak
asasi manusia internasional yang telah diratifikasi
Indonesia dalam pertimbangan putusannya, agar
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perlindungan hak asasi manusia tidak berhenti pada
tataran normatif semata.

. Akademisi, Akademisi dan peneliti hukum tata negara
untuk terus mengembangkan kajian komparatif
mengenai  kelembagaan  peradilan  konstitusi,
khususnya yang berkaitan dengan mekanisme
constitutional ~ complaint  dan  transformative
constitutionalism, guna memperkaya wacana
akademik yang dapat menjadi rujukan bagi pembentuk
kebijakan dalam merumuskan penguatan kelembagaan
Mahkamah Konstitusi.

Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk
memperdalam kajian mengenai efektivitas
implementasi  putusan ~ Mahkamah  Konstitusi
Indonesia, termasuk kendala politik dan birokrasi yang
memengaruhi kepatuhan lembaga negara terhadap
putusan, serta mengkaji secara lebih mendalam
pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan
mekanisme constitutional complaint sebagai bahan
perbandingan lanjutan bagi pengembangan sistem
peradilan konstitusi di Indonesia.
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